BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Partisipasi Masyarakat dalam Proses K ebijakan Mutu Sekolah di SD
KanisiusKadirojo

Kebijakan mutu sekolah yang diselenggarakan di SD Kanisius
Kadirojo ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sekolah. Perumusan
kebijakan mutu sekolah tersebut melibatkan partisipasi kepala sekolah,
guru, komite sekolah, komite kelas (orang tua), dan masyarakat di setiap
tahap perumusan kebijakan. Proses kebijakan mutu sekolah dilakukan
melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulass masalah (problem
formulation), formulasi kebijakan (formulation), penentuan kebijakan
(adoption), dan implementasi kebijakan (implementation).

Pada tahap pertama yaitu formulasi masalah belum nampak
adanya partisipasi dari stakeholder sekolah maupun masyarakat, hal ini
dikarenakan pada tahap ini merupakan tahap dimana suatu gejala disadari
sebagai sebuah masalah yang membutuhkan solusi. Selanjutnya pada
tahap formulas kebijakan sudah terdapat partisipasi dari stakeholder
sekolah, akan tetapi belum melibatkan warga masyarakat, orang tua
maupun komite sekolah hal ini dimaksudkan agar stakeholder sekolah
dapat memantapkan gambaran mengenai kebijakan mutu sekolah yang
berorientasi lingkungan hidup. Selanjutnya pada tahap penentuan

kebijakan, partisipasi baik dari stakeholder sekolah maupun komite
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sekolah dan masyarakat sudah terjadi lebih baik dari tahap formulas
kebijakan. Partisipasi yang terjadi dapat dilihat dalam beberapa langkah
yang digunakan dalam pengambilan keputusan Kkebijakan yaitu
perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Dan
terakhir, partisipasi dapat dilihat pada tahap implementasi kebijakan.
Pada tahap ini partisipasi yang terjadi lebih mendominasi dari tahap-
tahap proses kebijakan yang sebelumnya. Seluruh kegiatan sekolah dan
program yang dibuat oleh sekolah senantiasa melibatkan komite sekolah,
komite kelas maupun masyarakat. Hal ini disadari oleh stakeholder
sekolah bahwa keberlangsungan sekolah dan program-program sekolah
tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dan partisipasi baik dari
komite kelas, komite sekolah maupun masyarakat.
2. Faktor yang Mendukung Masyarakat untuk Berpartisipas dalam
Proses K ebijakan Mutu Sekolah
Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan
mutu sekolah ini diantaranya adalah kesadaran warga sekolah bahwa
sekolah berada di lingkungan masyarakat sehingga keberlangsungan
sekolah tidak dapat dipisahkan dari masyarakat; masyarakat juga
memperoleh manfaat dari adanya kebijakan tersebut; letak sekolah yang
tenang dan aman; letak sekolah yang tidak terlalu sulit untuk dijangkau

kendaraan; alumni yang sudah berhasil.
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3. Hambatan yang Dihadapi Masyarakat untuk Berpartisipas dalam
Proses K ebijakan Mutu Sekolah
Selain faktor pendukung terdapat pula faktor yang menghambat
partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan mutu sekolah, yaitu
diantaranya adalah partisipasi aktif dari orang tua lebih banyak dilakukan
oleh ibu-ibu daripada bapak-bapak; masih kurangnya biaya untuk
pendidikan maupun untuk kegiatan; masih kurangnya lahan untuk
perluasan gedung; masih terdapat beberapa peserta didik dan guru yang
belum disipilin daam membuang sampah; pedagang yang parkir
sembarangan.
4. Solus yang Dilakukan untuk M engatasi M asalah yang M uncul
Upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatas hambatan yang
ada yaitu adanya kendala keuangan diatasi dengan memperluas jaringan
atau membangun mitra sekolah lebih luas lagi juga adanya partisipas
aktif dalam bentuk biaya dari orang tua; masalah sempitnya lahan untuk
sementara hanya bisa disiasati oleh masing-masing guru kelas dalam
mengajar karena belum ada kemungkinan untuk memperluas bangunan;
ketidakdisiplinan warga sekolah dalam membuang sampah, diatas
dengan memberikan lagu wajib “taruh sampah” kepada peserta didik
setiap hari Senin agar menjadi karakter bagi peserta didik maupun guru
untuk membuang sampah di tempatnya sesuai jenis sampah, serta tidak
bosan-bosannya memberi peringatan untuk setiap ketidakdisiplinan yang

terjadi.
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B. Saran

1. Sebaiknya dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan di sekolah
dilakukan evaluasi terhadap jalannya kegiatan maupun jalannya suatu
kebijakan dari sekolah.

2. Perlu adanya dokumen/notulen yang jelas untuk semua hal yang terjadi di
sekolah.

3. Perlu adanya pelatihan kepemimpinan atau pengkaderan pemimpin untuk
setiap guru sehingga ketika terjadi pergantian pemimpin, mutu sekolah
akan tetap terjaga.

4. Sebaiknya adanya partisipasi dari masyarakat dilakukan di setiap tahap
proses kebijakan di sekolah, sehingga akan meningkatkan kepedulian

masyarakat terhadap keberlangsungan pendidikan.
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